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BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR I& TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan
di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan vang
tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil dari
proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018:

a.

bahwa Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, menyatakan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten ditetapkan
dengan Peraturan Bupati:

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2018.

c.

Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2574):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421):

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244):
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5. Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000 tentangTata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 209, Tambahan Lcmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1027),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Dacrah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
4741):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun Nomor 4817):

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2018.

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Provinsi Riau Tahun 2018.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Dacrah
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26),

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (LembaranDaerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor
13),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJAPEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIRTAHUN 2018.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Unit Kerja PemerintahDaerah yang mempunyai tugas mengelola Anggaran dan Belanja Daerah.
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Rencana Kerja Pembangunan Daerah vang selanjutnya disebut RKPD adalahrencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

|Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakanuntuk mewujudkan visi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untukmencapai tujuan.
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya vang berisi satuatau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untukmencapai hasil vang terukur.
Kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yangterukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahansumber daya, baik berupa personil barang modal, termasuk peralatan danteknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayasebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentukbarang atau jasa.

6.

7.

8.

9.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun2018 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman operasional bagi PerangkatDaerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri HilirTahun Anggaran 2018.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun2018 bertujuan agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pelaksanaanpembangunan daerah dalam upaya mencapai daya guna dan hasil guna yangsebesar-besarnya.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten IndragiriHilir Tahun 2018 terdiri dari :
BAB! PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALUBAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKAPENDANAAN
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANBAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAHBAB VI PENUTUP

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimanatercantum pada lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati Indragiri Hilir ini.

BAB IV
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 4

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018mempedomani Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 - 2018.



Pasal 5

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
merupakan hasil pembahasan dalam Musrenbang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2016 yang dirumuskan pada minggu ketiga bulan Maret 2017.
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Pasal 6

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun2018 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2018.

BAB V
PENETAPAN RKPD

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
ditetapkan setelah RKPD Provinsi Riau Tahun 2018 ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 31 Mei2017
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4 H. MUHAMMAD WARDAN

Diundangkan di Tembilahan
pada tanggal 2: Ma 2017
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yh KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, 7

aman

H. SAID SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2017 NOMOR 16


